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PUTUSAN
Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENADILAN AGAMA LUBUKLNGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON BIN XXXP, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di JI. XXXP RT.09 Kel. XXXP
Kec. XXXP I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada RIO OKTAVIYANDI
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Garuda dempo Lr.Merak
1 Kel.Keputraan Kec XXXP Il berdasarkan surat Kuasa khusus
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
782/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 07 Desember 2023, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON BINTI XXXT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXT
RT.10 Kel. XXXT Kec. XXXT Il, Sumatera Selatan, sebagai
Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara,;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember
2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.LLG,
tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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1. Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2018, Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan
Agama Kota Lubuklinggau, dengan Akta Perkawinan dengan nomor XXXT
tertanggal 14 Oktober 2018;

2. Bahwa pada saat perkawinan status PEMOHON adalah Jejaka
dan status TERMOHON adalah Perawan dengan wali Nikah Ayah Termohon
bernama XXXT;

3. Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai seorang anak;

4, Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan 5 (tahun) dengan rukun dan harmonis, namun setidak
nya sejak tahun 2019 sampai 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
sering tidak patuh kepada Pemohon dikarenakan Termohon bemalas-
malasan sebagai ibu rumah tangga;

5. Sejak awal perkawinan berlangsung, Termohon tidak pernah
rukun dan tidak menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan
Pemohon;

6. Bahwa Puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada awal tahun 2023 bahwa Tergugat ketahuan selingkuh sehingga
sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri selama 6 Bulan 10 Hari dan tidak ada
lagi komunikasi;

7. Sikap dari Termohon tersebut yang menjadikan Pemohon tidak
ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

8. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi
Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, dan saling
membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh
Pemohon. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan
menanamkan budi pekerti yang baik;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan
gugatan perceraian terhadap Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam
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suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan
Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. XXXT yang tercatat di
Kantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau.

3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon.

4, Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus
kepada RIO OKTAVIYANDI Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil
domisili di Jl.Garuda dempo LrMerak 1 Kel.Keputraan Kec XXXP I
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 782/SK/XII/2023/PA.LLG
tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi.
Dan berdasarkan laporan Mediator nomor: 1286/Pdt.G/2023/PA.LLg ternyata

mediasi dinyatakan tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang
pada pokoknya menagkui dalil permohonan Pemohon terkecuali pada poin-pon
sebagai berikut:

1. Posita nomor 4 tidak benar, karena Termohon merasa
rumah tangganya masih harmonis sampai tahun 2022, dan Termohon
merasa tetap patuh terhadap Pemohon kecuali dalam hal shalat yang
dikarenakan Pemohon tidak memberikan contoh yang baik akan hal
tersebut, serta tidak benar Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri
dalam rumah tangga;
2. Posita nomor 5 tidak benar, bahwa kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon tetap harmonis;
3. Posita nomor 6 tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah
berselingkuh dan pisah tempat tinggal baru sekitar 3 bulan;
4, Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan
Pemohon;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada surat permohonan;
Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXT yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kota Lubuklinggau, tertanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:
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Saksi 1, XXX bin XXXP, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kelurahan XXXP Kecamatan XXXP 1 Kota
Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 14 Oktober 2018 di KUA XXXP | Kota Lubuk Linggau
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruiai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan menengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena masalah hutang piutang kepada orang lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
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Saksi 2, XXXP bin XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
bertempat tinggal di Kelurahan XXXP Kecamatan XXXP | Kota
Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 14 Oktober 2018 di KUA XXXP | Kota Lubuk Linggau
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruiai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan menengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena masalah utang piutang kepada orang lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
Saksi Termohon, Ermiati bin Tumbras, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan lIbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kelurahan
Marga Rahayu Kecamatan XXXT |1l Kota Lubuklinggau, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 14 Oktober 2018 di KUA XXXP | Kota Lubuk Linggau
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruiai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan menengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena masalah utang piutang kepada orang lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada
pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Tentang Legal Standing
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau
dengan Nomor 782/SK/XI1/2023/PA.LLG tanggal 07 Desember 2023, ternyata
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi
izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo
sebagai Advokat profesional;
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu
akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon,

yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
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hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang
berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang
diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tertulis ini
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang
cukupsesuai dengan ketetuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah m
emenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini
adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yan
g relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Pemohon yakni tenta
ng adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya
bukti tertulisini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga
bukti yang diajukan oleh Pemohon ini mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah
dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan
hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai
hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai
legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap
Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-
sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati
Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana
diatur dalam Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah

dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Tentang PemeriksaanPerkara

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang
pada pokoknya menagkui dalil permohonan Pemohon terkecuali pada poin-pon
sebagai berikut:

1. Posita nomor 4 tidak benar, karena Termohon merasa
rumah tangganya masih harmonis sampai tahun 2022, dan Termohon
merasa tetap patuh terhadap Pemohon kecuali dalam hal shalat yang
dikarenakan Pemohon tidak memberikan contoh yang baik akan hal
tersebut, serta tidak benar Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri
dalam rumah tangga;
2. Posita nomor 5 tidak benar, bahwa kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon tetap harmonis;
3. Posita nomor 6 tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah
berselingkuh dan pisah tempat tinggal baru sekitar 3 bulan;
4, Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan
Pemohon;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada surat permohonan;
Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;
Tentang Kewajiban Bukti bagi Pemohon
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan

hukum;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg
(Rechtreglement Buitengewesten) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak
atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau
peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon
untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang
hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari ketentutan
yang bersipat umum (lex generalis) yakni Pasal 172 ayat 1 Rechtreglement
Buitengewesten (R.BQg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2
Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil bantahannya Termohon
hanya mengajukan bukti 1 orang saksi di persidangan. Bahwa saksi untuk
dapat didengar keterangannya minimal harus 2 orang saksi, berdasarkan
kaidah unnus testis nullus testis. Sehingga oleh karenanya keterangan saksi
Termohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi 1 serta Saksi 2
Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon

bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuklingau;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0225/014/XI1/2018. Buku nikah di
keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Dapo,
Kabupaten Musi Rawas Utara, tertanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ahun 2019 yang
lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah
utang piutang dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3
buan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan
Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah karena masalah utang piutang dengan orang lain dan telah
berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seoran gpria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu
unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang
kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan
adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga
kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang
didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera
rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan
perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap
fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang piutang dengan orang lain,
yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
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hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun
kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi
jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki perasaan saling
mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia
memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan
antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal
mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak perduli satu
sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa
"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil
membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus
menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai
dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang
3 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi
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dalam waktu tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga untuk
rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar
berada dalam perselisihan yang tajam (syigoqun baid) sehingga keduanya me
mang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semul
a;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan
Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri
sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Pemohon dan
Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurusi
antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai
dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis
Hakim adalah sutau hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap
dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduan
ya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurusi antara satu dengan yang lain,
maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat,
baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak
Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam
masyarakat dimana meraka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga
dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu
dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya
hal ini jJuga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana
Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai
sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu

ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan
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manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada
mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah fighiyah yang Majelis Hakim

ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :
QJLa.o.” uL? ul.s‘«,o.)..ii.o .)u.uLé.o“sJ)
"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqgarah ayat 227, yang berbunyi :

LSO

©,

-

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas
makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan fakta hukum di
atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) dan tidak ada harapan
lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula,
sehingga oleh karenanya Pemohon telah mempunyai alasan hukum yang kuat
untuk bercerai dari Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh
karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

MeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON BIN XXXP)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON BINTI
XXXT) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.187.500 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami Mawardi
Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang
sama dan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti
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TTD

Rufi‘a, S.H.

Perincian Biaya:
1. PNBP : Rp.  70.000,-

2. Proses : Rp. 80.000,-
3. Penggandaan Berkas Rp. 10.500,-
4. Panggilan : Rp. 17.000,-
5. materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 187.500,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
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